KABUPATEN SUNOHARIO

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Muwardi Nomor 66, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57514,

Telepon (0271) 593015, Faksimile (0271) 593561,
Laman www.dkk.sukoharjokab.go.id, Pos-el dkk@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 900.1.3.5/ 119.93 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mengingat

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO,

a.

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80
Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
910/750 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang
Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
Menetapkan Pejabat Lainnya dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo; dan

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Batang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);



10.

5

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Suoharjo Tahun 2022
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2026;

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2021 Tentang
Kriteria Besaran Anggaran Kegiatan/ Sub Kegiatan Yang
Dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Dasar
Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2021;

Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Sistem
Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2024 Nomor 50).

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo;
dan

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan, Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dalam
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sukoharjo, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
ini.

KEDUA : Masing-masing Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan, Dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud
dalam dictum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan kepala dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

UTI RAHAYU

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

3. Kepala Badan  Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

S. Pejabat Penatusahaan Keuangan (PPK) yang
bersangkutan;

6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
yang bersangkutan;

7. Pembantu Bendahara Pengeluaran yang

Bersangkutan.

Paraf Hierarki
Sekdin [
Kasubbag
Keuangan \




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Nomor  :900.1.3.5/ 119.93 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN

DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

NAMA GOLONGAN
No. | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN NP PANGEAT KETERANGAN
1 |PEJABAT PENATAUSAHAAN WINARSIH,SE, M.M, Akt W/a DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
KEUANGAN NIP, 19710403 200501 2 012 Pembina
2 |PEJABAT PELAKSANA NORMA BUDI ARYATI, S.Gz., M.Gz 1/ d PERENCANAAN DAN KEUANGAN
TEKNIS KEGIATAN | PPTK ) NIP. 19851013 200903 2 005 Penata Tk I Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :
1 02 01 2,01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1 02 01 2,01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
1 02 01 2,01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
1 02 01 2,01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
1 02 01 2,01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
1 02 01 2,01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 02 01 2,02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1 02 01 2,02 0003
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3 |PEJABAT PELAKSANA KANDAR RUSADI, SE, MM my/d UMUM DAN KEPEGAWAIAN
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) NIP. 19851031 201001 1 013 Penata Tk I Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :
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Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKFD

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya




No.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

NAMA
NIP

GOLONGAN
PANGKAT

HKETERANGAN

1 02 01 2,09 0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

DWI YULININGSIH, S.K.M., M.Kes
NIP. 19850718 201902 2 007

I/b
Penata Muda Tk |

PERIZINAN TENAGA KESEHATAN,FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN SARANA KESEHATAN
LAINNYA
Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1 02 02 2,04 0001 pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan

1 02 03 2,0 0 5
401 0002 Praktik Tenaga Kesehatan

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

dr. PUDJO NUGROHO SETIAWAN EFFENDY
NIP. 19740910 201406 1 001

my/d
Penata Tk |

PEMBINAAN, DAN PENINGKATAN MUTU FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1 02 02 2,02 0035 Ppelaksanaan Akreditasi Fasilitas Keschatan di Kabupaten/Kota
1 02 02 2,04 0003 Ppeningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK |

NUNIK SUSILOWATI, SKM, M.Si
NIP. 19771210 200801 2 010

m/b
Penata Muda Tk [

PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia

Kesehatan

1 02 03 2,03 0001 Pengen?bangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1 02 03 2,02 0001

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

RINA HUDAYANI, SKM , M.P.H
NIP. 19740617 200604 2 006

IV/a
Pembina

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1 02 02 2,02 0008
1 02 02 2,02 0009

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

1 02 02 2,02 0010

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat

1 02 02 2,02 0011 pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

1 02 02 2,02 0012

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

1 02 02 2,02 0020

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa
(ODMK])

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke
Laboratorium Rujukan/Nasional

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

1 02 02 2,02 0021

1 02 02
1 02 02
1 02 02
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2,02
2,02
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0025
0027

1 02 02 2,02 0028

02 02
02 02
02 02 2,02 0041

02 02 2,02 0042 Ppengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
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0040

2,02

1
1 2,02
1
1

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

HARJANTO SUKORAHARJO, SKM
NIP. 19690101 198903 1 007

V/a
Pembina

KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

Terdin dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1 02 02 2,02 0016 Ppengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
1 02 02 2,02 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1 02 02 2,02 0029 penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat




No.

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

NAMA

GOLONGAN
PANGEAT

KETERANGAN

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain
Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM]

1 02 04 2,04 0001

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

dr. APRILIA THERESIA NUGRAHANING T. P.
NIP. 19810403 201101 2 002

IV/a
Pembina

PELAYANAN KESEHATAN DASAR DAN RUJUKAN
Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

1 02 02 2,02 0014

1 02 02 2,02 0034

1 02 02 2,02 0038

1 02 02 2,04 0004

Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

10

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

ANIK HASTARI, S.Kep
NIP. 19780818 200501 2 008

my/d
Penata Tk |

PROMOSI KESEHATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1 02 02 2,02 0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri,

1 2
. dan Tradisional Lainnya

2,02 0019

1 02 03 2,02 0003

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan

1 0205 2,01 Pemberdayaan Masyarakat

0001

1 02 05 2,02 0001

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

1 02 05 2.03 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya
’ Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

11

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

MARIA AGUSTUNIATI, S.8T, M.Kes
NIP. 19710802 199103 2 007

V/a
Pembina

KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

02 02 2,02 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lbu Hamil

02 02 2,02 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

02 02 2,02 0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

02 02 2,02 0004 Pengelolaan Pelayanan Keschatan Balita

02 02 2,02 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
02 2,02 0006 Pengelolaan Pelayanan Keschatan pada Usia Produktif
02 02 2,02 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
02 02 2,02 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

02 02 2,02 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

[ A G U S e S I (T

12

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

AGUSTINA SANDRAMUSTIKA, S.Kep, M.Kep
NIP. 19860812 201001 2 024

myc
Penata

KEMITRAAN
Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :
1 02 02 2,02 0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

13

PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK )

SUYANTO, S.Farm.Apt
NIP. 19850216 201101 1 006

IV/a
Pembina

FARMASI, MAKANAN MINUMAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1 02 02 2,01 0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1 02 02 2,01 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya

0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,
Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis
Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan
Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat

1 02 02 201

1 02 02 2,01 0026

1 02 04 2,01 0001

Tradisional (UMOT)




NAMA GOLONGAN
No PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ps PANGEAT KETERANGAN
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat
1 02 04 2.03 0001 Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
' Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
oleh Industri Rumah Tangga
1 02 04 2,06 0001 pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah
Tangga vang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
14 |PEJABAT PELAKSANA SIH UTAMI, SKM, MM V/a FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
TEKNIS KEGIATAN ( PPTK ) NIP. 18710118 199403 2 008 Pembina Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :
1 02 02 2,01 0014 ;mgadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan
esehatan
15 |PEJABAT PELAKSANA DASA STYO NDARU UTOMO, S.Kom /b PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
TEKNIS KEGIATAN [ PPTK ) NIP, 19850516 201101 1 006 Penata Muda Tk [ |Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan :
1 02 02 2,01 po20 Femeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2,03 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
15 |PEMBANTU BENDAHARA VINA CANDRA TYAS RAHMAWATI, A.Md Vil Gaji
PENGELUARAN. NIP. 19950712 202521 2 003
16 |PEMBANTU BENDAHARA YULIA WULANDARI, A.Md.Keb. /e Menyiapkan Dokumen
PENGELUARAN. NIP. 19770702 200604 2 017 Penata
17 |PEMBANTU BENDAHARA WULAN SEPTI HASTUTI, A.Md /e Menyiapkan Dokumen
PENGELUARAN. NIP. 19890917 202203 2 005 Pengatur
18 |PEMBANTU BENDAHARA RIA ISNENTI, A.Md.Ak m/d Menyiapkan Dokumen
PENGELUARAN. NIP, 19970707 202012 2 020 Pengatur Tk I

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

TRI TUTI RAHAYU

Paraf Hierarki
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b PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Muwardi Nomor 66, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kode Pos 57514,
Telepon (0271) 593015, Faksimile (0271) 593561,
Laman www.dkk.sukoharjokab.go.id, Pos-el dkk@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 900.1/ 029 / 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/JASA, PEKERJAAN JASA KONSULTAN DAN
KONTRUKSI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan Kketertiban
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Sukoharjo perlu menunjuk
Pejabat Pembuat Komitmen wuntuk Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa serta Pekerjaan Konsultan dan
Kontruksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);



10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dana Cadangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun2018 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017
Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 261);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 7);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2025
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 41);

Surat Keputusan Bupati Nomor : 900/906 Tahun 2024
Tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang
Diberin Wewenang Menandatangani Surat Perintah
Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang
Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk Pekerjaan
Pengadaan Barang/Jasa serta Pekerjaan Konsultan dan
Kontruksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana tersebut pada
diktum KESATU adalah sebagai terlampir

Tugas Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan
Barang/Jasa serta Pekerjaan Konsultans dan Kontruksi
sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai

berikut :

1. menyusun perencanaan pengadaan;

2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;

3. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja
(KAK);

4. menetapkan rancangan kontrak;

5. menetapkan HPS;

6. menetapkan besaran wuang muka yang akan
dibayarkan kepada Penyedia;

7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

8. melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling
sedikit di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah);

9. mengendalikan Kontrak;

10. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan;

11. menilai kinerja Penyedia;

12. menetapkan tim pendukung;

13. menetapkan tim atau tenaga ahli;

14. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa

15. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari

PA/KPA, meliputi:

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah
ditetapkan.



KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA :  Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupateiiaikoharjo
Selaku, Pengguna Anggaran

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1
2.

3.

Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

. Kepala Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa Setda Kabupaten
Sukoharjo

. Pejabat yang bersangkutan.




Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo

Nomor :900.1/ Olﬁ / 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNTUK PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/JASA, PEKERJAAN JASA

KONSULTAN DAN KONTRUKSI

PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2026

Pejabat Pembuat Komitmen

No. Rekening

Paket Pengadaan

Y. DIDIK PRASETYO INDRIYANTO, SE

NIP. 197004261993081002
Pembina (IV/a)
KPA Sub Kegiatan Sekretariat

1.02.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

1.02.01.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.02.01.2.01.03 |Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.02.01.2.01.05 |Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

1.02.01.2.01.07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.02.01.2.02.03

Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.02.01.2.03.05

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

1.02.01.2.03.06

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.02.01.2.05.03

Pendataan dan Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

1.02.01.2.05.04

Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi
kepegawaian

1.02.01.2.05.05

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

1.02.01. 2.05.10

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

1.02.01.2.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

1.02.01.2.06.03

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.02.01.2.06.04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.02.01.2.06.05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.02.01.2.06.06

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan

1.02.01.2.06.08

Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.02.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1.02.01.2.07.10

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

1.02.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.02.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

1.02.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor




Pejabat Pembuat Komitmen

No. Rekening

Paket Pengadaan

1.02.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

1.02.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

1.02.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Perizinan Alat Besar

1.02.01.2.08.06 |Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.02.01.2.09.09 |Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya

1.02.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BEJO RAHARJO, SKM, M.Kes

NIP. 197106111994031004

Pembina (IV/a)

KPA Sub Kegiatan Bidang Mutu Tenaga
Kesehatan dan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan

1.02.02.2.02.35

Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di
Kabupaten/ Kota

1.0202.2.04.01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C,D dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

1.02.02.2.04.03

Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

1.02.03.2.01.02

Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan

1.02.03.2.02.01

Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan
Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.02.03.2.03.01

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi
Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota

BEJO RAHARJO, SKM, M.Kes

NIP. 197106111994031004

Pembina (IV/a)

KPA Sub Kegiatan Bidang Kefarmasian
dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.01.07

Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.02.2.01.10

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Lainnya

1.02.02.2.01.14

Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.01.20

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/
Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.01.23

Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis
Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di
Fasilitas Kesehatan

1.02.02.2.01.26

Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai,
Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan
Minuman ke Fasilitas Kesehatan

1.02.02.2.03.02

Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.04.2.01.01

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat
Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional
(UMOT)

1.02.04.2.03.01

Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut
pengawasan sertifikat produk PIRT dan nomor PIRT
sebagai izin produksi makanan minuman tertentu
yang dapat diproduksi oleh IRT

1.02.04.2.06.01

Pemeriksaan Post Market pada Produk makanan
minuman industri rumah tangga yang beredar dan
pengawasan serta tindak lanjut pengawasan




e — — -
No. Pejabat Pembuat Komitmen No. Rekening Paket Pengadaan
. 1.02.02.2.02.08 |Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
4. dr. SUGENG TRIYONO, M.Si

NIP. 197807052014061001

Pembina, IV/a

KPA Sub Kegiatan Bidang Pelayanan
Kesehatan dan Pengendalian Penyakit

Hipertensi

1.02.02.2.02.09

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita
Diabetes Melitus

1.02.02.2.02.10

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Gangguan Jiwa Berat

1.02.02.2.02.11

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis

1.02.02.2.02.12

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan
Risiko Terinfeksi HIV

1.02.02.2.02.14

Pengelola Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/
Berpotensi Bencana

1.02.02.2.02.16

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan
Olahraga

1.02.02.2.02.17

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1.02.02.2.02.20

Pengelolaan Surveilans Kesehatan

1.02.02.2.02.21

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

1.02.02.2.02.22

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA

1.02.02.2.02.25

Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular

1.02.02.2.02.27

Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes
dan Sekolah

1.02.02.2.02.28

Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit
Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional

1.02.02.2.02.29

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

1.02.02.2.02.34

Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.02.2.02.37

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah

1.02.02.2.02.38

Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1.02.02.2.02.40

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan
Tuberkulosis

1.02.02.2.02.41

Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV
(ODHIV)

1.02.02.2.02.42

Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria

1.02.02.2.04.04 Penyiapan perumusan dan pelaksanaan pelayanan
kesehatan rujukan
1.02.04.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut

pengawasan penerbitan sertifikat laik Hygiene
sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara
lain : Jasa Boga, rumah makan/restoran dan Depot
Air Minum (DAM)

SRI HARYANTI, S.ST,M.Si

NIP. 197311281993012001
Pembina ([V/a)
KPA Sub Kegiatan Bidang Kesehatan
Masyarakat

1.02.02.2.02.01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

1.02.02.2.02.02

Pengelolaan Kesehatan Ibu Bersalin

1.02.02.2.02.03

Pengelolaan Pelayanan Kesahatan Bayi Baru Lahir

1.02.02.2.02.04

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita




Pejabat Pembuat Komitmen

No. Rekening

Paket Pengadaan

1.02.02.2.02.05

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar

1.02.02.2.02.06

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia
Produktif

1.02.02.2.02.07

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

1.02.02.2.02.15

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

1.02.02.2.02.18

Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan

1.02.02.2.02.19

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya

1.02.02.2.02.26

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.02.02.2.02.46

Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak

1.02.03.2.02.03

Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan

1.02.05.2.01.01

Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02.05.2.02.01

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan
Hidup Bersih dan Sehat

1.02.05.2.03.01

Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM)

KEPALA DINAS KESEHATAN
mwﬂﬁn.spxommo
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